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Aprillia Zulkarnaen (B 111 08 437), “PENINGKATAN STATUS TANAH 
HAK DALAM RANGKA PEMBUKAAN TANAH NEGARA MENJADI 
HAK MILIK ATAS TANAH TAMBAK DI DESA DIOLO”, di bawah 
bimbingan Aminuddin Salle dan Sri Susyanti Nur. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kepala 
Desa dalam menerbitkan Surat Keterangan (SK) hak atas tanah tambak 
dan mengetahui kekuatan hukum dari Surat Keterangan hak atas tanah 
tambak yang digarap oleh masyarakat Desa Diolo. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. 
Responden sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat 
petambak yang memiliki Surat Keterangan hak, Pemerintah Desa Diolo, 
dan Pejabat Instansi terkait Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan 
Kabupaten Konawe. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bondoala, Desa 
Diolo, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa mempunyai 
peranan dalam menerbitkan Surat Keterangan hak atas tanah negara 
yang digarap menjadi tanah tambak di Desa Diolo meskipun tidak ada 
dasar kewenangan yang pasti yang mengakibatkan mudahnya mendapat 
SK sehingga menciptakan masalah pertanahan lain. Surat Keterangan 
hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang sah seperti halnya surat-surat pembuktian lain atas tanah. Akhirnya 
disarankan kepada Kepala Desa untuk lebih bijak dalam menerbitkan 
Surat Keterangan atas tanah tambak karena Surat Keterangan hak tidak 





















Aprillia Zulkarnaen (B 111 08 437), “IMPROVEMENT OF CULTIVATE 
LAND RIGHTS STATUS ON LAND OF STATE TO BECOME RIGHTS 
PROPERTY OF FARM LAND IN DILO VILLAGE”, under the guidance 
of Aminuddin Salle and Sri Susyanti Nur. 
 
This study is aimed to know the village‟s headman authority for 
publishing the annotation letter of rights of farm land and to know the legal 
force of the annotation letter for the farm land cultivated by Diolo‟s 
villagers. 
 
This study is using descriptive method research. Respondent as the 
data source in this research are the farmer who had the annotation letter 
of rights, Diolo‟s village government, and officials relevant agencies of 
national land agency of Kendari and Konawe regency. Research located 
at Bondoala sub-district, Diolo village, Konawe regency, Kendari city, 
Southeast Sulawesi. 
 
The result of this research show that the village‟s headman have a 
role to publish the annotation letter of rights for the land of state which 
cultivated to become the farm land in Diolo village despite there‟s no exact 
fundamental authority which caused easiness to get the letter that created 
another land problem. The annotation letter published by the village‟s 
headman didn‟t have the lawful of legal force just like another verification 
letters of land. Finally, suggested to the headman to become more wise for 
publishing the annotation letter of rights for the farm land because the 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat 
dimanfaatkan oleh segenap masyarakat Indonesia dimana sumber 
daya alam ini pada hakikatnya merupakan penunjang kemakmuran 
rakyat.Seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3), disebutkan bahwa “Bumi, dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya memang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat dengan penguasaan oleh negara. Penjelasan mengenai 
penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam di atas 
diungkapkan lebih jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal 
dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut 
UUPA, Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: 
 
“hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” 
 
Mengingat ketentuan dimana hak menguasai Negara dimaksud 
untuk memberikan wewenang  mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan 
ruang angkasa tersebut, maka Pemerintah dalam rangka sosialisme 
Indonesia yang tercantum pada UUPA Pasal 14 Ayat (1),membuat 
suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya: 
a. Untuk keperluan Negara, 
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, 
sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 
c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan. 
d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; 
e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi 
dan pertambangan. 
Dalam huruf d, disebutkan penggunaan bumi, air, ruang angkasa 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk 
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keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan 
perikanan. 
Tanah peruntukkan pertanian dibagi menjadi dua yaitu tanah 
Pertanian dan Non-Pertanian. Pengertian Tanah Pertanian dan Non-
Pertanian terdapat dalam Instruksi Bersama Menteri dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria 5 Januari 1961 No. Sekra 
9/1/12. Dikatakan bahwa Tanah pertanian adalah semua tanah 
perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan 
ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat 
mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian 
adalah semua tanah yang menjadi hak orang selainnya tanah untuk 
perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri 
rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang 
menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan 
berapa yang merupakan tanah pertanian.1 
Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang 
pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, 
tegalan, padang, pengembalaan dan semua jenis penggunaan lain 
yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian. 
Pemanfaatan tanah yang digunakan dalam bidang perikanan 
dapat dilihat melalui pemanfaatan wilayah pesisir. Diketahui bahwa 
sumber daya pesisir memiliki sumber daya hayati meliputi ikan, 
                                                             
1
Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia. Djambatan. Jakarta. hlm. 358. 
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terumbu karang, dan biota laut lainnya. Pengertian wilayah pesisir 
dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 
2007 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, yaitu “wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara 
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 
dan laut.” 
Salah satu pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir yang 
sering kita jumpai ialah dengan dikelolanya daerah tersebut sebagai 
tanah tambak tempat pembudidayaan ikan atau jenis biota laut 
lainnya. 
Pembukaan dan eksistensi tanah tambak semakin meningkat 
dengan latar belakang berbagai macam faktor, salah satunya yaitu 
berkembangnya populasi penduduk dunia yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun maka kebutuhan akan konsumsi atas salah satu 
sumber daya perairan tersebut sudah dipastikan akan meningkat, 
serta pemenuhan kebutuhan protein hewani dimana salah satunya 
bersumber dari ikan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa produksi ikan 





Pembukaan tanah tambak tersebut jelas menimbulkan hubungan 
hukum antara orang dan tanah. Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) 
UUPA : 
 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai olehorang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 
hukum.” 
 
Terkait dengan hak menguasai tanah yang dimiliki oleh negara 
dengan berdasarkan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat tersebut, maka pemerintah wajib melakukan 
pemanfaatan secara optimal yang diarahkan pada pendayagunaan 
sumber daya ikan dengan memerhatikan daya dukungnya sehingga 
diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus bagi 
kesejahteraan masyarakat. 
Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam daerah diberikan 
kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dimana 
pengertian desentralisasi dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 
ayat (7), disebutkan “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 
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Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menunjang 
perkembangan produksi perikanan.Pemanfaatan dan pelaksanaan 
yang optimal diharapkan dapat mencapai kondisi yang maksimal pula. 
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia di 
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar dengan 
perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan garis pantai tak 
kurang dari 85,8 kilometer yang menyuguhkan potensi laut yang 
sangat menjanjikan untuk usaha perikanan, baik potensi sumber daya 
perikanan laut, darat, maupun perikanan budidaya. Peningkatan 
terbesar ada pada petani tambak, sebesar 4,19 persen yang 
dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas areal tambak dan kolam 
ikan yang sebelumnya lahan tidur, serta animo petani ikan dalam 
mengelola tambak.2 Selain menjadi bagian dari kegiatan 
pembangunan daerah, pembudidayaan ikan di tanah tambak telah 
menjadi sentra pendapatan utama di kehidupan masyarakat di Kota 
Kendari. Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai 
usaha pembudidayaan ikan dengan tujuan komersil telah dilakukan 
oleh masyarakat sekitar. 
Faktor dan potensi sumber daya alam perikanan yang melimpah 
yang membuat masyarakat daerah di kota Kendari khususnya di 
Kecamatan Bondoala, Desa Diolo, untuk memenuhi kebutuhan 
                                                             
2
Tim Litbang Kompas. 2005. Profil daerah Kabupaten dan Kota. Buku Kompas. Jakarta. 
hlm. 598 
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mereka sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam hal 
ini perikanan sebagai pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari pada 
awalnya hingga menjadi ladang komersil untuk memenuhi kebutuhan 
sekunder. Pembudidayaan ikan tambak sendiri juga dipandang dapat 
memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar akan ketersediaannya 
salah satu sumber daya alam ini, atau hanya sekedar dilakukan dalam 
pemenuhan kebutuhan standar atas kebutuhan pangan oleh 
masyarakat petambak kecil. 
Tanah tambak yang terdapat di daerah tersebut merupakan 
tanah negara yang penguasaannya disentralkan ke pemerintah 
daerah sehingga pengelolaannya dapat diserahkan kepada 
masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya, terdapat tanah negara yang 
dikelola oleh masyarakat sebagai tanah tambak dimana tanah 
tersebut hanya berdasarkan Surat Keterangan hak sebagai pengolah 
lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa. 
Kepemilikan tanah tambak oleh masyarakat khususnya 
pengelolah tambak sangat penting dalam peningkatan kualitas 
kesejahteraannya. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang 
berperan dalam penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah memiliki tata 
cara atas prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur dan tata 
cara tersebut patut diketahui agar tidak menimbulkan permasalahan-
permasalahan pertanahan dan agar sejalan dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang 
Pokok Agraria. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah yang menjadi dasar kewenangan Kepala Desa 
menerbitkan Surat Keterangan hak atas tanah tambak dalam 
rangka peningkatan status Hak Milik? 
2. Bagaimanakah kekuatan hukum Surat Keterangan hak atas 
tanah tambak yang digarap oleh masyarakat? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar kewenangan Kepala 
Desa menerbitkan Surat Keterangan atas tanah tambak. 
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari Surat Keterangan hak 
atas tanah tambak yang digarap oleh masyarakat. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi 
semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan 
ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum 
keperdataan secara khusus dalam bidang hukum agraria. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 
wawasan khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan 
dalam rangka menetapkan kebijakan dalam menangani berbagai 
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masalah yang berkaitan dengan kepemilikan lahan tambak, 
sekaligus sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang 

























A. Hak Atas Tanah 
Dasar hukum mengenai ketentuan hak-hak atas tanah diatur 
dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yang berbunyi: 
 
“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai 
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 
serta badan-badan hukum.” 
 
Hak atas tanah berarti hak sebagian tertentu permukaan bumi, 
yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 
Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 
yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan dan 
dimanfaatkan. 
Secara umum, UUPA membedakan tanah menjadi: 
a) Tanah Hak. Tanah hak adalah tanah yang telah dibebani 
seusuatu hak di atasnya. Tanah ini juga dikuasai oleh 
negara tapi penguasaannya tidak secara langsung karena 
telah ada hak yang melekat di atasnya. 
b) Tanah Negara. Tanah Negara adalah tanah yang langsung 
dikuasai oleh Negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada 
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hak pihak lain yang melekat di atasnya. Tanah Negara 
disebut juga tanah Negara bebas. 
Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas 
tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara 
bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun 
badan hukum publik.3 
Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, 
yaitu4: 
1. Wewenang Umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas 
tanah mempunyai wewenang untuk menggiunakan 
tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang 
yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA 
dan Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi 




                                                             
3
Urip Santoso. 2008. Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah. Kencana Prenada Media 
Group. Jakarta. hlm. 87. 
4
Soedikno Mertokusumo, dikutip dari Urip Santoso. Ibid. 
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2. Wewenang Khusus 
Wewenang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas 
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan 
tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, 
misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat 
untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan 
bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan 
adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, 
wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah 
menggunakan tanah hanya untuk kepentingan 
perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, 
atau perkebunan. 
Setiap hak-hak atas tanah memiliki batasan (boundary) sebatas 
jenis haknya itu sendiri. Semua jenis hak atas tanah baik hak-hak 
atas tanah yang sifatnya publik maupun privat mempunyai 
kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan hak itu 
sebatas jenis hak tersebut dimiliki si pemilik.5 
Dimana kemudian hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam 
Pasal 4 Ayat (1) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 16 Ayat 
(1) yang berbunyi : 
 
                                                             
5
 http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000019-pendaftaran-tanah-akta-
ppat/kn_603_slide_4. prinsip-prinsip_dalam_pendaftaran_tanah.pdf. (diakses tanggal 
16 Oktober 2014, 2:49 pm). 
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Ayat (1): 
“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 
ayat (1) ialah: 
a. hak milik, 
b. hak guna-usaha, 
c. hak guna-bangunan, 
d. hak pakai, 
e. hak sewa, 
f. hak membuka tanah, 
g. hak memungut-hasil hutan, 
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 
di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang 
serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 
disebutkan dalam pasal 53.” 
 
Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara tersebut diatur 
dalam pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha 
bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian 
diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan 
dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 
hapusnya dalam waktu yang singkat. 
(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap 
peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.6 
 
Hak-hak tersebut dalam hukum adalah kewenangan yang 
diberikan hukum bagi si pemilik atau pemegangnya, untuk berkuasa 




B. Tanah Negara 
Negara Republik Indonesia merupakan suatu organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur 
                                                             
6
 Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta. Djambatan. hlm.275. 
7 Ibid. 
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dan mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan-kepentingan 
seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, maka rakyat 
Indonesia melimpahkan wewenang yang dimilikinya berkenaan 
dengan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hal 
ini negara selaku badan penguasa untuk berwenang sepenuhnya 
menguasai, mengatur, mengurus, serta menyelesaikan segala 
persoalan terkait pengelolaan dan fungsi bumi, air, dan ruang 
angkasa.8 
Penggunaan istilah tanah Negara bermula pada zaman Hindia 
Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa 
(Pemerintah Hindia Belanda) dengan tanah yang berupa hubungan 
kepemilikan, maka dikeluarkanlah suatu pernyataan yang terkenal 
dengan nama Domein Verklaring pada tahun 1870, yang secara 
singkat menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat 
membuktikan sebagai hak eigendom-nya adalah domein (milik) 
Negara. 
Berbeda dengan konsep domein Negara tersebut, maka UUPA 
menganut konsep Negara “menguasai” dan bukan “memiliki” dalam 
hubungan antara Negara dengan tanah.9 Hak menguasai Negara 
atas tanah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Hak menguasai Negara atas 
tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah, yang 
                                                             
8
Bachtiar Effendi. 1993. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. Bandung. Alumni. 
hlm.1 dikutip dari Elza Syarief. 2014. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. 
Jakarta. Gramedia. hlm. 31. 
9
Maria S. W Sumardjono. 2006. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan 
Implementasi. Buku Kompas. Jakarta. hlm. 60-61. 
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hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas dan 
kewenangan Bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum 
publik. 
Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin 
dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka dalam 
penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan 
pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan 
kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat.10 
Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian 
bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 
Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, 
bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik 
tanah. 
Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan 
dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. 
Perkataan “dikuasai” dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA bukanlah berarti 
dimiliki tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada 
Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia.11 
Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam 
wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum 
                                                             
10
 Urip Santoso. op. cit. hlm.77. 
11 Penjelasan atas undang-undang No 5 Tahun 1960 UUPA. 
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maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan.12 Atas 
dasar menguasai tersebut, luas kekuasaan negara atas tanah 
meliputi :13 
1) Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak tertentu oleh 
perorangan. Kekuasaan negara atas tanah ini bersifat tidak 
langsung, artinya negara tidak bias secara langsung menguasai 
tanah ini apabila negara memerlukan; 
2) Tanah-tanah yang belum dipunyai oleh perorangan, kekuasaan 
negara bersifat langsung. Negara juga dapat memberikan kepada 
perorangan atau badan hukum menurut keperluannya seperti, hak 
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lainnya. 
Dengan demikian yang disebut dengan tanah Negara adalah 
tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, 
hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf. 
 
C. Tinjauan Umum Hak Milik 
1. Pengertian 
Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah. 
Turun-temurun, artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung 
terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal 
                                                             
12
Boedi Harsono. op. cit. hlm. 262. 
13
Sri Susyanti Nur. 2010. Bank Tanah. Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan 
Tanah Untuk pembangunan Kota Berkelanjutan. AS Publishing. Makassar. hlm.36. 
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dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya 
sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 
Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan 
dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu 
tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak 
mudah dihapus. 
Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang 
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas 
tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. 
Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang 
memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan 
kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang 
dimilikinya tersebut 14 
 
2. Subjek Hak Milik 
Yang dapat menjadi subjek Hak Milik atas tanah menurut UUPA 
dan peraturan pelaksanaannya adalah : 
a) Perseorangan. Hanya warga Negara Indonesia yang dapat 
mempunyai Hak Milik (Pasal 21 Ayat (1) UUPA). Ketentuan 
ini hanya menentukan perseorangan yang hanya 
                                                             
14 Urip Santoso. op. cit. hlm. 90. 
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berkewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki tanah 
Hak Milik. 
b) Badan-badan Hukum. Badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai tanah Hak Milik menurut Pasal 1 Peraturan 
Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukkan Badan-
badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, 
yaitu bank-bank yang didirikan oleh Negara (bank negara), 
koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. 
Bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek 
Hak Milik atas tanah, maka dalam waktu 1 tahun harus melepaskan 
atau mengalihkan Hak Milik atas tanahnya kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat.  
 
3. Terjadinya Hak Milik 
Disebutkan dalam Pasal 2 UUPA, terjadinya Hak Milik melalui 
tiga cara yaitu menurut Hukum Adat, karena Penetapan Pemerintah, 
dan Ketentuan Undang-Undang. 
a) Terjadinya Hak Milik atas tanah menurut Hukum Adat. 
  Hak milik atas tanah menurut Hukum Adat terjadi dengan 
jalan pembukaan tanah atau terjadi karena timbulnya lidah 
tanah (Aanslibbing). 
b) Terjadinya Hak Milik atas tanah karena penetapan 
pemerintah. 
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 Hak Milik atas tanah yang dimaksud berasal dari tanah 
negara.Hak Milik atas tanah ini terjadi karena permohonan 
pemberian Hak Milik atas tanah oleh pemohon dengan 
memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan 
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(BPNRI). 
c) Terjadinya Hak Milik karena Ketentuan Undang-Undang. 
Terjadinya Hak Milik atas tanah karena ketentuan undang-
undang. Hak Milik atas tanah ini terjadi karena undang-
undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal I, Pasal II, dan Pasal IV ayat (1) Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA. 
Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar ketentuan 
konversi (perubahan) menurut UUPA. Sejak berlakunya 
UUPA pada tanggal 24 September 1960, semua hak atas 
tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas 
tanah yang diatur dalam UUPA. 
Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas 
tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas 
tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menajdi 
hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA15. 
                                                             
15 Effendi Perangin, dikutip dari Urip Santoso. op. cit. hlm. 96. 
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Hak Milik pula dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua 
bentuk peralihan hak milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a) Beralih 
Beralih artinya berpindah Hak Milik atas tanah dari 
pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa 
hukum. Dengan meninggalnya pemilik tanah, maka Hak 
Miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya 
sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek 
Hak Milik. 
Beralihnya Hak Milik atas tanah yang telah bersertifikat harus 
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 
dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik 
tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat 
keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang 
berwenang, bukti identitas para ahli waris, sertifikat tanah 
yang bersangkutan. Maksud pendaftaran peralihan Hak Milik 
atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam Buku Tanah dan 
dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah 
kepada ahli warisnya. 
b) Dialihkan/pemindahan hak 
Dialihkan/pemindahan hak artinya berpindahnya hak milik 
atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan 
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adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum 
yaitu jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan 
(pemasukan) dalam modal perusahaan, lelang. 
Berpindahnya hak milik atas tanah karena 
dilaihkan/pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan BErita Acara 
Lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. 
Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat 
dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama dalam 
sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah 
yang baru. 
 
4. Kewajiban Pendaftaran Hak Milik 
Hak Milik atas tanah, demikian pula setiap peralihan, 
pembebanan dengan hak-hak lain, dan hapusnya Hak Milik atas 
tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat. Seperti yang terdapat dalam Pasal 19 UUPA bahwa 
pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah 
maupun pemegang hak milik atas tanah. 
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Pelaksanaan kewajiban pendaftaran tanah diatur berdasar 
peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Untuk 
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dan ketentuan ini 
merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk 
mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Kepastian 
hukum tersebut meliputi orang atau badan hukum yang menjadi 
pemegang hak, letak, batas-batas, serta luas bidang tanah. 
Selain itu, pendaftaran tanah bertujuan:16 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan; 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
                                                             
16
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Bab II. Pasal 3. 
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perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
c. Untuk terselenggaranya administrasi pertanahan. 
Pendaftaran tanah di Indonesia mempunyai arti penting karena 
setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Untuk 
memberikan perlindungan hukum maka diperlukan adanya kepastian 
hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan maka 
penyelenggaraan pendaftaran tanah dari beberapa kalangan yaitu 
pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memerlukan dukungan 
khususnya dukungan dari pemegang hak atas tanah.17 
Dalam konteks yang lebih luas lagi, pendaftaran tanah member 
informasi mengenai suatu bidang tanah baik penggunaannya, 
pemanfaatannya, maupun untuk apa tanah itu sebaiknya 
dipergunakan, kemampuan apa yang terkandung di dalamnya, dan 
informasi mengenai bangunan di tanah itu, harga bangunan dan 
tanahnya, dan pajak yang ditetapkan atas tanah dan bangunan 
tersebut18. 
Setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanan terkait tanah, 
baik pertama kali, karena konversi, maupun pembebasannya akan 
                                                             
17
Elza Syarief. 2014. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Gramedia. Jakarta. 
hlm.16. 
18 Ibid. hlm. 54. 
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banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tanah tidak 
didaftarkan.19 
D. Hak Garap 
Kegiatan penggarapan tanah telah muncul semenjak sebelum 
munculnya UUPA, namun bukan hal yang mudah untuk 
menempatkan letak tanah garapan dan hak garapan dalam 
konstruksi hukum tanah nasional. UUPA sendiri tidak mengatur 
mengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena hak atas 
tanah garapan bukan merupakan tanah hak. 
Meskipun mengenai tanah garapan dan hak garap ini tidak 
diatur dengan rinci dalam UUPA, namun dengan adanya kebijakan 
land reform mengenai pemilikan dan penguasaan tanah pertanian 
membuka jalur baru mengenai hak garap dan tanah pertanian yang 
digarap. 
Salah satu program land reform ialah program redistribusi 
tanah.   Program ini terutama dilaksanakan dalam rangka mencapai 
tujuan pemerataan pemilikan tanah bagi para petani.20 Kemunculan 
tanah garap sejalan dengan tujuan diadakannya land reform di 
Indonesia, yaitu:21 
                                                             
19 Ibid. 
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Arie Sukanti Hutagalung. 1985. Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana 
ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah). Rajawali. 
Jakarta. hlm. 13.  
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Boedi Harsono. 1973. Hukum Agraria Indonesia Buku Pertama. Djambatan. Jakarta. 
hlm. 279. 
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a. Mencapai distribusi yang merata sumber-sumber kehidupan 
para petani, khususnya tanah, dengan tujuan untuk 
memenuhi distribusi hasil produksi yang merata; 
b. Untuk melaksanakan prinsip “tanah untuk penggarap”; 
Dengan maksud mencapai tujuan land reform, Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 56/PRP/1960 yang telah 
disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 tahun 1961, tentang 
Penetapan Luas Tanah pertanian yang antara lain menentukan batas 
maksimum dan minimum luas tanah pertanian yang dapat dikuasai 
oleh seseorang. 
Seperti yang disebutkan di atas, sekalipun tidak diatur dalam 
UUPA sejumlah peraturan perundangan sebenarnya sudah mencoba 
mengatur tanah garapan. Diantaranya adalah aturan mengenai Surat 
Izin Menggarap (SIM) yang diberikan dalam rangka landreform. 
Sebelumnya, tanah garapan diatur dalam PP 224/1961 tentang 
pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. 
Namun pendefinisian mengenai tanah garapan baru dilakukan 
kemudian dengan menempuh metode evolusi. Awalnya, tanah 
garapan hanya diartikan sebagai pengusahaan atau penolahan tanah 
Negara oleh individu atau kelompok secara tidak sah22. 
Selanjutnya, terkait dengan hal ini pengertian tanah garapan 
oleh peraturan perundangan kemudian diperluas. Tanah Garapan 
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Rikardo SImarmata. Gejala Informalitas Pada Tanah Garapan. hlm. 3. 
ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/697/564 (Diakses tanggal 14 
Oktober 2014 pukul 2:35 pm) 
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adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu 
hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan 
persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa 
jangka waktu tertentu.23 
Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebelumnya karena 
alasan-alasan berikut ini24: 
1) Penggarapan bisa dilakukan baik di atas tanah Negara 
maupun di atas tanah hak. 
2) Penggarapan bisa dilakukan dengan atau tanpa izin 
3) Penggarapan bisa dengan atau tanpa jangka waktu 
tertentu. 
Menurut Ilyas25, terjadinya tanah garapan tidak lepas dari 
pertambahan jumlah penduduk di satu sisi dan sulitnya mendapatkan 
lahan pertanian di sisi lain. Dalam situasi demikian, masyarakat 
cenderung menggarap lahan yang ada di sekitarnya. Selain karena 
alasan ekonomi, tindakan penggarapan banyak terjadi didasarkan 
fakta bahwa tanah-tanah yang ada disekitar masyarakat sedang 
kosong. 
Pada umumnya, mayoritas pemilik ataupun penggarap tanah 
garapan adalah rakyat yang tidak memiliki hak atas tanah dan 
berlatar belakang ekonomi lemah. Para penggarap hanya dapat 
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Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional no.2 Tahun 2003 tentang Norma dan 
Standar mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan 
Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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mengusahakan/mengolah tanahnya, tidak dapat diperjualbelikan 
dikarenakan masih merupakan milik negara26. 
Namun, tanah garapan ini dapat dialihkan/dioper hak garapnya 
yang melekat padanya kepada pihak lain. Dalam Pasal 13 ayat (3) 
Kepmen Agraria No. 21 tahun 1994 sendiri ditentukan bahwa tanah 
negara yang dipakai oleh pihak ketiga pada dasarnya dapat 
diperoleh untuk disertifikasi menjadi hak-hak atas tanah yang baru. 
Hal ini menandakan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya 
memperbolehkan dilakukannya peralihan terhadap tanah garapan27. 
 
 
E. Tanah Tambak 
 
Salah satu pemanfaatan tanah yang banyak dilakukan 
masyarakat di daerah-daerah adalah dengan membuka dan 
mengelola tanah Negara menjadi tanah tambak. Dalam Peraturan 
Menteri Pertanian dan Agraria No.24 Tahun 1963, Pasal 1 
menyebutkan arti tambak dan tanah tambak. Dimana tambak ialah 
tempat usaha pemeliharaan ikan yang mendapat air dari laut, air 
tawar, atau air payau. Dan tanah tambak adalah tanah yang 
diusahakan. 
Disebutkan pula dalam UUPA bahwa penggunaan kekayaan 
alam dapat dipergunakan untuk keperluan memperkembangkan 
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produksi pertanian. Dapat dikatakan bahwa tanah tambak adalah 
tanah pertanian basah, sesuai dengan pengertian tanah pertanian, 
dimana tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak 
untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar 
bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi 
yang berhak28. 
  Selain itu, terdapat pengertian lain atas tanah tambak dalam 
Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan 
Pasal 1 huruf f, tambak adalah “genangan air yang dibuat oleh orang 
sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat 
pengairan yang teratur.”29 Kamus Besar Bahasa Indonesia pula 
mengartikan tambak sebagai kolam di tepi laut yang diberi pematang 
untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng; udang).30 
F. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Hak Atas 
Tanah 
Dalam suatu pemerintahan terdapat berbagai subsistem. 
Subsistem pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 
Bupati/Walikota dan DPRD serta pada tingkat subsistem terkecil 
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yakni pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan BDPD 
(Badan Perwakilan Desa).31 
Semenjak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonom, maka terjadi penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat 
ke Pemerintahan Daerah. 
Terkait masalah pertanahan, urusan wajib yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan 
urusan yang berskala kabupaten/kota dimana salah satu urusan 
yang menjadi kewenangannya yaitu pelayanan pertanahan.32 
Kewenangan atau wewenang sendiri diartikan sebagai hal 
berwenang, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.33 
Istilah kewenangan dan wewenang dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, 
kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh 
tidak dilaksanakan. 
Diuraikan bahwa kewenangan pemberian hak atas tanah yang 
diserahkan kepada Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota 
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dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 3 Tahun 1999, yaitu: 
1. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya 
tidak lebih dari 2 (dua) hektar. 
2. Pemberian Hak Milik atas tanah non-pertanian yang 
luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi). 
3. Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan 
program : 
i. Transmigrasi; 
ii. Redistribusi tanah; 
iii. Konsolidasi tanah; 
4. Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka 
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik maupun 
sporadik. 
5. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya 
tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi), kecuali 
mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha. 
6. Semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak 
Pengelolaan. 
7. Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya 
tidak lebih dari 2 ha (dua hektar). 
31 
8. Pemberian Hak Pakai atas tanah Non-pertanian yang 
luasnya tidak lebih dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi), 
kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha. 
9. Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 
10. Semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan Hak 
Guna Usaha menjadi hak lain. 
Jelas disebutkan dalam point 1 di atas bahwa pemberian Hak 
Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) hektar 
diserahkan wewenangnya kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah besar 
dalam permasalahan pertanahan. Selain karena berlakunya otonomi 
daerah, dianggap pula bahwa pemerintah daerahlah yang lebih 
mengetahui situasi dan kondisi pertanahan di daerahnya serta 
permasalahan yang timbul didaerahnya mengenai pertanahan.34  
Dalam pelaksanaan hak menguasai dari Negara terhadap tanah 
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, 
dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal yang menyatakan : 
 
Pasal 2 
“….. Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan 
azas ekonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Soal agrarian menurut sifatnya pada 
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azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (Pasal 33 ayat 
3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka 
pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak 
penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan 
medebewind. Segala sesuatunya akan  diselenggarakan 
menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang 
dalam bidang agrarian dapat merupakan sumber keuangan 
bagi daerah itu.” 
 
Berdasarkan hal tersebut maka hak penguasaan dari Negara 
atas tanah merupakan tugas pemerintah pusat yang mendapat 
pembantuan dari pemerintah daerah. Peranan pembantuan dari 
pemerintah daerah dapat diketahui dengan adanya peraturan daerah 
yang mengatur terkait persediaan, peruntukan dan penggunaan 
tanah untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-
masing dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. 
 
G. Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Pertanian 
Dasar hukum pemberian Hak Milik perorangan atas tanah adalah 
sebagai berikut: 
a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan 
bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
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c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
e. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor 
Pertanahan di Kabupaten/Kota. 
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 
2010 tentang 
h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. 
i. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan nasional nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan 
keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 
j. Peraturan Pemerintah Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara 
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Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan hak 
Pengelolaan. 
k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 
l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 
Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 
m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7 
tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. 
n. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 
tahun 1998 tentang pemberian hak milik tanah dibeli 
pegawai negeri dari pemerintah. 
o. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 
tahun 1998 tentang perubahan PMNA/KBPN no. 4 tahun 
1998 tentang pedoman penetapan uang pemasukan dalam 
pemberian hak atas tanah negara. 
p. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 
Pertanahan Nasional. 
q. Surat Edaran KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003. 
r. Peraturan Perundangan lainnya maupun Peraturan-
Peraturan Daerah yang menyatakan tentang Peraturan 
Pertanahan. 
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1. Syarat-syarat Permohonan Hak Milik 
Syarat-syarat permohonan untuk Hak Milik adalah sebagai 
berikut: 
1. Hak Milik dapat diberikan kepada warga negara Indonesia 
dan Badan Hukum, yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu : Bank 
pemerintah, Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah. Karena pemberian Hak Milik untuk 
badan hukum ini hanya dapat diberikan atas tanah-tanah 
tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas 
pokok dari fungsinya. 
2. Permohonan 
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 
1999, permohonan untuk memperoleh hak milik harus 
ditempuh sebagai berikut: 
Permohonan Hak Milik atas tanah negara memuat: 
a. Keterangan mengenai pemohon; 
 Perorangan keterangan tersebut memuat: Nama, 
umur, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan 
pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri, 
suami dan anaknya yang masih mampu menjadi 
tanggungannya. 
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 Apabila Badan Hukum: Nama, tempat kedudukan, 
akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor 
surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang 
berwenang tentang penunjukannya sebagai badan 
hukum yang dapat mempunyai hak milik 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data 
yuridis dan data fisik: 
 Dasar penguasaan atau alas haknya. Dapat berupa 
sertifikat girik, surat kapling, surat-surat bukti 
pelepasan hak dari pelunasan tanah dan rumah dan 
atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, 
putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak 
dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. 
 Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur 
atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan 
nomornya). 
 Jenis tanah (pertanian/non pertanian) 
 Rencana Penggunaan Tanah. 




2. Syarat- Syarat Pemberian Hak Milik 
Syarat-syarat pemberian Hak Milik adalah sebagai berikut: 
a. Mengenai Pemohon. 
Jika Perorangan, blanko permohonan hak yang telah diisi 
pemohon harus dilampiri: 
 Foto copy Kartu Penduduk. 
 Surat Bukti kepemilikan tanah. 
 Surat Pernyataan di atas segel atas penguasaan 
fisik atas tanah. 
 Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta 
menunjukkan aslinya. 
 Surat Ukur. 
 Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah 
bidang, luas, dan status tanah-tanah pemohon 
termasuk bidang tanah yang dimohon. 
 Surat ijin Mendirikan Bangunan.  
 Surat Keterangan Tanah dari Kepala 
Desa/Kelurahan. 
Jika Badan Hukum, blanko permohonan hak yang telah 
diisi pemohon harus dilampiri: 
 Surat Penunjukan dari Menteri (Sesuai PP No. 38 
tahun 1963 tentang penunjukan Badan-Badan 
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Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas 
tanah). 
 Fotocopy Kartu Penduduk. 
 Akte Pendirian Badan Hukum (dari Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) 
 Ijin Lokasi. 
 Surat Bukti Perolehan Tanah. 
 Surat Ijin Mendirikan Bangunan. 
 Fotocopy SPPT-PBB tahun terakhir, serta 
menunjukkan aslinya. 
 Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal 
PMDN atau surat pemberitahuan persetujuan 
Presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip 
dari Departemen Teknis bagi non PMA/PMDN. 
b. Mengenai tanahnya. 
Data Yuridis: 
 Sertifikat. 
 Surat Girik. 
 Surat Kapling. 
 Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan 
tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli 
dari Pemerintah. 
 Akta PPAT. 
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 AKta Pelepasan Hak. 
 Putusan Pengadilan. 
 Surat-surat bukti perolehan tanah lainnya. 
Data Fisik: 
 Surat Ukur. 
 Gambar situasi. 
 IMB. 
b. Proses Penanganan dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah 
Negara. 
Setelah semua berkas permohonan diterima, maka Kepala 
Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data 
yuridis dan data fisik, dari pihak pemohon hak atas tanah negara 
serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut untuk dapat 
atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada Surat 
Ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada 
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk 
melakukan pengukuran guna diterbitkannya gambar situasi 
bidang tanah yang dimohon. 
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Apabila semua persyaratan telah dipenuhi semua, kemudian 
permohonan Hak Milik tersebut diproses oleh panitia “A” yang 
terdiri dari : 
i. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah sebagai ketua 
merangkap anggota. 
ii. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah sebagai 
wakil ketua merangkap anggota. 
iii. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai 
anggota. 
iv. Kepala Subsi Hak-hak atas tanah sebagai anggota. 
Adapun tugas dari panitia “A” dalam pemberian hak milik 
antara lain: 
i. Mengadakan penelitian tentang kelengkapan berkas-
berkas permohonan. 
ii. Mengadakan peninjauan dan penelitian fisik secara 
langsung ke lapangan atas tanah yang dimohonkan. 
iii. Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah yang 
dimohon. 
iv. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
v. Memberikan pertimbangan hak tersebut yang dituangkan 
dalam Risalah Pemeriksaan Tanah. 
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Setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak 
Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian 
Tanah atau Panitia pemeriksa Tanah A, kemudian kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan 
Pemberian Hak Milik atas tanah Negara yang dimohon dengan 
kewajiban tertentu. 
Setelah terbitnya Surat keputusan Pemberian hak Milik atas 
tanah Negara, langkah selanjutnya adalah pendaftaran haknya 
dengan jangka waktu pendaftaran online 30 hari bagi tanah 
pertanian 2 hektar, lalu kemudian pembuatan sertifikat atas 
tanah yang dimohon, penandatanganan, diserahkannya sertifikat 
kembali ke loket yang telah disiapkan untuk diambil kembali oleh 
pemohon. 
Adapun proses pelayanan pendaftaran tanah yang sesuai 
dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional dibagi atas enam kelompok pelayanan 
dengan masing-masing jenis pelayanan dengan uraian sebagai 
berikut : 
I. Pelayanan Pendaftaran Tanah pertama kali, dengan jenis 
pelayanan terdiri dari: 
1. Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak 
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2. Pemberian Hak; 
a. Hak Milik 
1) Hak Milik Perorangan 
2) Hak Milik Badan Hukum 
 b. Hak Guna Bangunan 
1) Hak Guna Bangunan Perorangan 
2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum 
 c. Hak Pakai 
1) Hak Pakai Perorangan WNI 
2) Hak Pakai Perorangan WNA 
3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 
4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 
5) Hak Pakai Instansi Pemerintah 
6) Hak Pakai Pemerintah Asing 
 d. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah 
Daerah/BUMN/BUMD. 
3. Wakaf 
a.Wakaf dari Tanah Belum Bersertipikat (Konversi, Pengakuan, 
dan Penegasan Hak) 
    b. Wakaf dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf) 
4. P3MB/Prk.5 
5. Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
6. Pemberian Hak Guna Usaha 
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a. Hak Guna Usaha Perorangan 
b. Hak Guna Usaha Badan Hukum 
II. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, dengan jenis 
pelayanan terdiri dari :  





e. Pembagian Hak Bersama 
f.  Lelang 
g. Pemasukan kedalam 
Perusahaan /Inbreng 
h. Merger 
2. Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas 
Rumah Susun 
3. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna 
Bangunan/Hak Pakai 
4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
5. Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian 
Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 
a. Hak Guna Bangunan 
1) Hak Guna Bangunan Perorangan 
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2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum 
b. Hak Pakai 
1) Hak Pakai Perorangan WNI 
2) Hak Pakai Perorangan WNA 
3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 
4) Hak Pakai Badan Hukum Asing 
5) Hak Pakai Pemerintah Asing 
c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak 
Pengelolaan 
6. Pembaruan Hak Guna Usaha 
a. Hak Guna Usaha Perorangan 
b. Hak Guna Usaha Badan Hukum 
7. Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat 
8. Perubahan Hak Atas Tanah 
9. Pemecahan/Penggabungan/ Pemisahan Hak 
a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan 
b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum 
c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan 
d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum 
10. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah 
Susun, dan Hak Tanggungan, karena: 




11. Hak Tanggungan 
a. Pendaftaran Hak Tanggungan 
b. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) 
c. Peralihan Hak Tanggungan (Cessie) 
d. Subrogasi (Perubahan Kreditur) 
III. Pelayanan Pencatatan Dan Informasi Pertanahan, dengan jenis 




c. Pengangkatan Sita 
2. Informasi Pertanahan 
a. Pengecekan Sertipikat 
b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
c. Informasi Titik Dasar Teknik 
d. Informasi Peta 
IV. Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah, dengan jenis pelayanan 
yang terdiri dari : 
1. Pengukuran Bidang Tanah 
a. Pengukuran Bidang Untuk Keperluan Pengembalian Batas 
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b.Pengukuran dalam rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan 
Tanah 
c. Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat 
untuk Mengetahui Luas Tanah 
d. Pengukuran Bidang Tanah dalam rangka Pembuatan Peta 
Situasi Lengkap (Topografi) 
V. Pelayanan Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dengan jenis 
layanan yang terdiri dari : 
1. Konsolidasi Tanah Swadaya 
2. Pertimbangan Teknis 
a. Pertimbangan Teknis Pertanahan 
b. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah 












A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bondoala, Desa Diolo, 
Kabupaten Konawe, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara 
dengan pertimbangan bahwa data untuk penelitian yang dibutuhkan 
yaitu petani tambak yang melakukan pengolahan lahan tambak 
sebagai bahan penulisan skripsi penulis terdapat di lokasi yang 
dimaksud. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan hal-hal yang 
menjadi fokus penelitian , maka populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh petani tambak di Desa Diolo, Kabupaten Konawe, Kota 
Kendari yang berjumlah 60 orang. 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh 
populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah non random dengan teknik purposive 
sampling, yaitu penarikan sampel bertujuan atau dilakukan dengan 
cara mengambil subyek dan obyek didasarkan pada tujuan 
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tertentu. Populasi penelitian ini berjumlah 60 orang, maka sampel 
yang diambil adalah sebanyak 10 orang petani tambak. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan cara 
Wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu pejabat instansi 
terkait Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, Pemerintah 
Desa setempat, dan warga masyarakat yang merupakan petani 
tambak. 
3. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca dan 
menelaah beberapa buku-buku serta peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk 
mendapatkan data sekunder. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari 
lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu pejabat 
instansi terkait Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, 
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Pemerintah Desa setempat, dan warga masyarakat yang 
merupakan petani tambak. 
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan, 
jurnal, peraturan perundang-undangan, bahan yang diperoleh dari 
hasil penelitian di instansi terkait, dan dokumen-dokumen yang 
terkait dengan permasalahan penelitian. 
 
E. Analisis Data 
 Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data 
sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya diolah dan dianalisis 
secara kualitatif. Kemudian data kualitatif tersebut selanjutnya 
disajikan secara deskriptif agar memberikan penjelasan dan 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Lokasi Penelitian 
Kabupaten Konawe beribukota di Unaaha yang berjarak 73 km 
dari Kota Kendari. Secara geografis terletak di bagian selatan 
khatulistiwa, yang melintang dari 020451 dan 040151 lintang selatan, 
membujur dari 1210151 dan 1230301 Bujur Timur. Adapun batas 
wilayah Kabupaten Konawe yakni sebagai berikut. 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah; 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku; 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan; 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka. 
Lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Bondoala, Desa Diolo 
mempunyai luas wilayah 568 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa 
Diolo adalah sebagai berikut: 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Laosu. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rumbia. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Labibia. 
 Sebelah barat berbatasan dengan Desa Morosi. 
Jumlah penduduk yang mendiami Desa Diolo sebanyak 252 
Kepala Keluarga (KK), dengan jenis kelamin laki-laki               
berjumlah 488 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah                 
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485 orang. Mata pencaharian utama masyarakat desa adalah             
bertani, petambak dan sebagian kecil pegawai negeri. 
  
B. Prosedur Pemberian Hak Membuka Tanah 
 
1. Asal-Usul Tanah Hak Garap 
Sumber lahirnya tanah hak garap berupa tambak di Desa              
Diolo adalah berasal dari tanah-tanah kosong yang berupa hutan 
dengan status tanah adalah tanah Negara. Pada tahun 1982, 
masyarakat Desa Diolo mulai membuka tanah-tanah kosong               
yang berupa hutan tersebut. Pembukaan tanah-tanah kosong berupa     
hutan oleh masyarakat Desa Diolo tersebut merupakan cikal bakal 
tanah hak garap. 
Pembukaan tanah-tanah kosong berupa hutan tersebut,               
pada awalnya, belum dimanfaatkan atau digunakan menjadi                
tanah tambak. Tanah-tanah kosong berupa hutan yang dibuka oleh 
masyarakat Desa Diolo tersebut di atas hanya sekedar untuk     
dikuasai atau diduduki.  Pada tahun 1990, barulah masyarakat              
Desa Diolo mulai membuka hutan untuk memanfaatkan tanah kosong 
tersebut sebagai tanah tambak.  
Pemanfaatan tanah hak garap tersebut sebagai tanah                  
tambak oleh masyarakat Desa Diolo, menarik masyarakat diluar  
Desa Diolo untuk memanfaatkan tanah di Desa Diolo sebagai               
tanah tambak. Kondisi tersebut menyebabkan, selain masyarakat 
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Desa Diolo adapula masyarakat pendatang yang membuka hutan 
untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai tanah tambak. 
Pendatang di luar Desa Diolo yang semula hanya memanfaatkan 
tanah di Desa Diolo sebagai tanah tambak, pada akhirnya 
memutuskan untuk mendiami atau menetap di Desa Diolo. 
Adapun yang menjadi latar belakang pembukaan lahan hutan 
tersebut sebagai tanah hak garap adalah karena adanya kebutuhan 
masyarakat Desa Diolo terhadap lahan pertanian. Kebutuhan 
terhadap lahan pertanian tersebut termasuk dalam faktor alasan 
ekonomi, yang pada saat itu hanyalah untuk pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari masyarakat Desa Diolo. 
Saat ini, luas tanah garapan yang berstatus tanah Negara yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Diolo sebagai tanah tambak, 
baik oleh penduduk lokal maupun pendatang, adalah seluas 215 Ha. 
Jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Diolo yaitu seluas 568 
Ha maka kurang lebih 38% tanah di Desa Diolo dimanfaatkan sebagai 
tanah tambak. 
Proses administrasi pendataan tanah di Desa Diolo,               
termasuk pendataan tanah hak garap, baru dilaksanakan sekitar                         
tahun 1994.  Data petani tambak di Desa Diolo per- Juni 2014            
adalah berjumlah 60 (enam puluh) orang, dimana 50 (lima puluh) 
orang merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Diolo                       
baik pendatang maupun masyarakat asli Desa Diolo sedangkan             
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10 orang lainnya merupakan masyarakat yang berasal dari 
desa/kelurahan lain.35 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pada awalnya sumber 
tanah hak garap adalah diperoleh dari membuka hutan namun saat ini 
tanah hak garap ada juga yang diperoleh dari peralihan 
penggarapannya secara langsung dengan cara jual beli, karena 
keadaan mendesak dari kebutuhan hidup mereka, sehingga lambat 
laun masyarakat asli Desa Diolo mulai tergeser ke belakang.36 
 
2. Pandangan Masyarakat Atas Hak Garap 
Kebutuhan masyarakat pada umumnya semakin hari               
semakin bertambah, untuk berbagai macam kebutuhan antara lain 
kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya. 
Begitupun dengan masyarakat Desa Diolo. Pemenuhan               
Kebutuhan masyarakat Desa Diolo mendesak masyarakat                  
untuk memenuhinya dengan cara mengerahkan keahlian dasar 
masyarakat yaitu bertani. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi 
masyarakat Desa Diolo untuk memanfaatkan lahan hutan menjadi 
sebuah tempat untuk menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan mereka. 
Pandangan masyarakat mengenai hak garap sebelum 
dikenalnya Surat Keterangan hak masih sangat sederhana. Penduduk 
asli Desa Diolo menganggap bahwa tidak ada yang menguasai lahan 
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 Muh.Amin. Wawancara. Kepala Desa Diolo. Kendari. 12 Juni 2014. 
36 Muh. Amin. Wawancara. Kepala Desa Diolo. Kendari. 12 Juni 2014. 
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hutan tersebut dan tidak ada larangan dari siapapun juga serta 
pemanfaatan lahan hutan tersebut merupakan upaya untuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan lahan hutan tersebut 
yang sampai saat ini menjadi tanah tambak, kenyataanya tidak 
mendapat komplain dari siapapun juga termasuk dari pemerintah 
setempat.37 
Salah satu masyarakat petambak, Nurhanuddin, juga 
menganggap tanah hak garap tersebut merupakan hak mereka 
karena merekalah yang berupaya membuka lahan hutan, 
membersihkan dan mengelola tanah tersebut sampai menjadi tanah 
tambak, sebagaimana kenyataannya saat ini. Upaya pembukaan 
lahan hutan tersebut membutuhkan waktu dan biaya, sehingga 
masyarakat Desa Diolo menganggap sangatlah wajar jika mereka 
berhak untuk memanfaatkan tanah hak garap tersebut bahkan berhak 
mengalihkan pemanfaatannya kepada orang lain dengan 
mendapatkan sejumlah uang tertentu, sebagaimana halnya praktek 
jual beli tanah pada umumnya. 38 
Pemerintah Desa Diolo juga memberikan penjelasan secara 
umum terkait pandangan Masyarakat Desa Diolo terkait tanah hak 
garap tersebut yaitu Masyarakat Desa Diolo menganggap bahwa 
itulah wilayah desa mereka dan mereka dapat mengambil manfaat 
atas kekayaan alam yang ada disekitar wilayah mereka. Termasuk 
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 Ali Hannas. Wawancara.Masyarakat Desa Diolo. Kendari. 12 Juni 2014. 
38 Nurhanuddin. Wawancara.Masyarakat Desa Diolo. Kendari. 12 Juni 2014. 
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pembukaan tambak yang dianggap masyarakat desa berpotensi 
bagus. Semua itu pertama kali hanya berdasarkan dengan niat 
pemenuhan kebutuhan akan sandang dan pangan. Mereka tidak 
mengenal hak garap sebelumnya hanya saja mereka mengenal hal 
yang mereka lakukan sebagai kegiatan penggarapan.39 
Masyarakat Desa Diolo sudah saling mengetahui siapa saja 
masyarakat yang memanfaatkan tanah hak garap beserta letak dan 
batas-batas tanah hak garap tersebut, oleh karena masyarakat yang 
memanfaatkan tanah hak garap memiliki komunitas yang kecil dan 
hubungan kemasyarakatan yang kental sehingga masyarakat satu 
dengan yang lainnya sangat dekat dan saling mengenal. 
Sebelum tahun 1994, masyarakat Desa Diolo memanfaatkan 
tanah hak garap tersebut tanpa adanya surat atau dokumen                
tanah lainnya. Pada tahun 1994, Pemerintah Desa Diolo mulai 
melakukan administrasi pendataan pemanfaatan tanah di Desa Diolo, 
termasuk pendataan tanah hak garap di Desa Diolo. Kegiatan 
administrasi pendataan tanah tersebut, khusus untuk tanah hak 
garap, Kepala Desa Diolo menerbitkan Surat Keterangan hak atas 
pemanfaatan tanah hak garap kepada masyarakat Desa Diolo.  
Pasca terbitnya Surat Keterangan hak yang diterbitkan oleh 
Kepala Desa tersebut maka masyarakat pemanfaat tanah hak garap 
semakin yakin dan menganggap bahwa surat keterangan tersebut 
                                                             
39 Muh. Amin. Wawancara. Kepala Desa Diolo. Kendari. 12 Juni 2014. 
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adalah surat kepemilikan hak atas tanah tambak. Dengan memegang 
atau memiliki Surat Keterangan hak tersebut, maka mereka melihat 
bahwa mereka mempunyai keterangan yang kuat dan pengakuan 
Kepala Desa sebagai orang yang berpengaruh dalam lingkup desa. 
Masyarakat Desa Diolo memandang Surat Keterangan hak                
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Diolo terkait pemanfaatan              
tanah tambak merupakan surat yang memiliki kekuatan dari sisi 
hukum dan merasa cukup sebagai dokumen tanah yang sah               
dalam mengolah tanah negara.40 
 
C. Kewenangan Kepala Desa Menerbitkan Surat Keterangan 
Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 
Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, maka terkait hak menguasai Negara, maka 
Negara berwenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
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 Amrin Djohar., S.E. Wawancara via telepon. Kepala Camat Bondoala. Konawe. 10 November 
2014. 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.” 
 
Hak penguasaan Negara atas tanah merupakan tugas 
pemerintah pusat yang mendapat pembantuan dari pemerintah 
daerah. Peranan pembantuan dari pemerintah daerah dapat diketahui 
dengan adanya peraturan daerah yang mengatur terkait persediaan, 
peruntukan dan penggunaan tanah untuk daerahnya sesuai dengan 
keadaan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan kebijakan 
pemerintah pusat. 
 
1. Kewenangan Kepala Desa 
Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain                
adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. Desa merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.41 
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 Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
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Adapun Kewenangan Desa secara terperinci diatur                         
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa 
menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa 
mencakup: 
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal 
usul desa; 
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya                  
kepada desa; 
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 
perundang-undangan diserahkan kepada desa. 
Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia                       
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 7 huruf b menyatakan 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan           
dan penetapan jenis-jenis Kewenangan yang diserahkan 
pengaturannya kepada desa, seperti Kewenangan di bidang 
pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, 
perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan                  
umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik                    
dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan 
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keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, 
kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, 
perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi. 
Dalam kenyataannya, belum terdapat Peraturan Daerah 
Kabupaten Konawe yang mengatur tentang pelimpahan              
kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe kepada pemerintah 
Desa Diolo terkait penetapan jenis-jenis kewenangan yang  
diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan                    
di bidang pertanahan dan tugas pembantuan. Namun tidak adanya 
peraturan daerah kabupaten Konawe tidak menyebabkan Pemerintah 
Desa Diolo tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. 
Terlebih lagi pemerintah Desa tidak dapat menghindarkan kebutuhan 
masyarakat yang akan mengurus hak-hak mereka maupun yang akan 
memindahtangankan tanah-tanah yang mereka miliki. 
Menurut Aminuddin Salle42, Kepala Desa/Lurah sebagai             
bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan yang paling bawah 
memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan yang 
menguatkan atau meneguhkan penguasaan seseorang secara fisik 
atas sebidang tanah dalam wilayahnya. 
Pendaftaran tanah yang merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilakukan pemerintah yang salah satu tujuannya untuk memberikan 
                                                             
42 Aminuddin Salle. 2010. Bahan Ajar Hukum Agraria. AS Publishing. Makassar. hlm. 266  
seperti dikutip oleh Husnul Khatimah Abrar. “Status Hukum Surat Keterangan Tanah 
dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT.ANTAM TBK”. Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Makassar. 2011. hlm. 32 
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kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat 
mengenai bidang-bidang tanah memberikan peranan penting atau 
sangat besar kepada Kepala Desa. Peranan Kepala Desa tersebut 
khusus untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. 
 Peranan kepala Desa dalam pendaftaran tanah terhadap            
tanah-tanah yang belum terdaftar, berdasarkan ketentuan Pasal 39 
ayat (1) huruf b PP Nomor 24 Tahun 1997 dimana disebutkan                   
bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah menolak membuat akta, jika 
mengenai tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan 
surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat 
keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut. 
Dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan, oleh 
karena sebagian besar masyarakat Desa Diolo bermata pencaharian 
sebagai petambak maka permasalahan tanah tambak sering terjadi 
oleh karena tidak ada bukti yang menjadi alas hak atas tanah tambak 
yang digarap. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, khususnya dalam 
hal tanah tambak, Pemerintah Desa Diolo mengeluarkan surat yang 
menyatakan keterangan sebuah penguasaan fisik atas tanah Negara 
yang dikelola oleh masyarakat desa secara perorangan.  
Data jumlah petani tambak di Desa Diolo pada bulan Juni 2014 
adalah berjumlah 60 orang dengan luas tanah tambak yang dikelola 
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seluas ± 215 Ha. Dari 60 orang petani tambak tersebut, 35 petani 
tambak yang belum memiliki sertifikat dan hanya memiliki Surat 
Keterangan hak dari Kepala Desa. Selain itu tercatat 10 orang dari 60 
orang petambak di Desa Diolo merupakan masyarakat yang berasal 
dari kelurahan lain. Mudahnya mendapatkan Surat Keterangan hak 
tersebut menimbulkan permasalahan. 
Selain merasa terancamnya petambak asli di desa oleh 
bertambahnya jumlah petambak yang berasal dari kelurahan desa 
lain, mereka pula tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat oleh 
karena hanya memiliki Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala 
Desa. 
Mengenai pemanfaatan tanah Negara, termasuk yang berasal 
dari pembukaan lahan hutan sebagaimana yang terjadi di Desa Diolo, 
yang kemudian digarap menjadi tanah tambak oleh masyarakat Desa 
Diolo, bila ditinjau dalam peraturan pertanahan, maka Kepala Desa 
dan Camat tidak dapat lagi memberikan keterangan mengenai perkara 
tanah sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 
Tahun 2003. Kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, bahwa untuk membuat Surat Ijin Buka Tanah 
hanya boleh diterbitkan oleh Bupati, sehingga Kepala Desa dan 
Camat tidak memiliki lagi kewenangan untuk memberikan keterangan 
mengenai perkara tanah. 
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Ada pula Kewenangan Kepala Desa berdasarkan Permendagri 
No. 6 Tahun 1972, yang menyebutkan bahwa setiap tanah negara 
yang dikuasai masyarakat seluas minimal 2 (dua) hektar tanah, harus 
seijin Kepala Desa. Namun dengan berlakunya Permendagri Tahun 
1984 maka kewenangan Kepala Desa dicabut. Hanya Camat yang 
berwenang mengeluarkan surat ijin buka tanah dengan luas sampai 
dengan dua hektar. Lebih dari itu menjadi kewenangan Bupati. 
Jadi sudah bukan merupakan kewenangan Kepala Desa lagi 
untuk menerbitkan surat-surat keterangan mengenai perkara tanah, 
namun dalam prakteknya Surat Keterangan hak mengenai tanah 
Negara yang diolah masyarakat desa ini tetap eksis dan dianggap 
sebagai alas hak oleh masyarakat desa dengan pertimbangan Kepala 
Desa adalah bagian aparat pemerintahan yang paling tahu dan kenal 
dengan hal-hal yang menyangkut masalah pertanahan di desanya. 
 
2. Surat Keterangan 
Oleh karena belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar 
maka apa yang selama ini dilaksanakan dan masih saja dapat 
ditemukan di tengah-tengah masyarakat, baik surat-surat yang dibuat 
oleh para camat maupun surat-surat yang dibuat oleh Kepala 
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Desa/Lurah yang dikenal dengan berbagai ragam nama dibuat untuk 
menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai.43  
Hal ini pula terjadi di Desa Diolo dimana masyarakat desa pada 
awalnya menggarap tanah negara menjadi tambak tanpa memegang 
surat apapun atau tanpa adanya alas hak yang sah atas tanah negara 
yang telah mereka kelola. Ketidaktahuan mengenai hal ini dan 
kurangnya informasi yang sampai pada masyarakat membuat hal ini 
terus berlangsung hingga pada sekitar tahun 1994. Pada tahun 1994, 
Kepala Desa menerbitkan sebuah Surat Keterangan hak mengenai 
tanah negara yang telah dikelola perorangan oleh masyarakat desa. 
Surat Keterangan hak ini hanya berisikan data singkat 
penggarap, letak dan batas-batas tanah negara yang digarap, 
kemudian di bagian akhir hanya ditandatangani oleh Kepala Desa. 
Sebagai contoh Surat Keterangan hak yang diterbitkan oleh Kepala 
Desa Diolo adalah Surat Keterangan No.300/034/61/III/2004 tanggal 9 
Maret 2004. Pada Surat Keterangan hak tersebut, Kepala Desa Diolo, 
Muh. Amin, menjelaskan bahwa Salindri Dg. Malira yang beralamat di 
Dusun III Desa Diolo, adalah benar-benar mengolah/menggunakan 
sebidang tanah Negara yang terletak di Desa Diolo Kecamatan 
Bondoala Kabupaten Konawe dengan ukuran luas 2 (dua) Hekto Are, 
dengan batas-batas sebagai berikut :  
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A.P Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 
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 Sebelah Utara berbatas dengan : Saluran air 
Sebelah Selatan berbatas dengan  :  H. Haseng Dg. Manuntu 
Sebelah Barat berbatas dengan : Saraping 
Sebelah Timur berbatas dengan : H. Haseng Dg. Manuntu 
Selanjutnya pada Surat Keterangan hak tersebut dijelaskan, 
bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara yang dibuka dan diolah 
oleh yang bersangkutan (Salindri dg. Malira) sejak tahun 2001 terus-
menerus sampai sekarang. Pada akhir Surat Keterangan hak tersebut 
dibubuhkan tanda tangan Kepala Desa dan stempel. 
Kepala Desa Diolo, Muh. Amin mengatakan, Surat Keterangan 
hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa adalah surat yang menjelaskan 
tentang identitas masyarakat yang menggunakan tanah negara, 
penggunaan tanah, luas tanah dan batas-batasnya, serta tahun 
penggunaan tanah. Surat Keterangan tersebut sangat berguna untuk 
dokumentasi desa, sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa dan 
sebagai surat yang disertakan di Kecamatan untuk Surat Pengalihan 
Penguasaan Atas Bidang Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Akte 
Jual Beli dan lainnya.44 
Namun dalam kenyataan yang ada di lapangan, fungsi Surat 
Keterangan hak selain berfungsi sebagai hal-hal yang telah 
disebutkan di atas, pandangan beberapa orang masyarakat Desa 
Diolo terhadap Surat Keterangan hak ini adalah sebagai surat sah 
                                                             
44 Muh. Amin. Wawancara. Kepala Desa Diolo. Kendari. 12 Juni 2014. 
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yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah tambak mereka 
padahal tanah tambak yang mereka kelola belum sah menjadi hak 
milik mereka dan Surat Keterangan hak ini hanyalah menerangkan 
pemanfaatan/pengolahan tanah Negara oleh masyarakat Desa Diolo. 
Surat Keterangan hak Kepala Desa Diolo tersebut sebenarnya hanya 
merupakan bukti dasar atau keterangan pertama dari Kepala Desa 
Diolo sebagai instansi Pemerintah terendah yang dianggap sangat 
mengetahui mengenai masalah pertanahan di tempatnya. Dimana 
nantinya Surat Keterangan hak ini berperan sebagai „penguat‟ atas 
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah untuk diproses di 
Kantor Kecamatan. 
Menurut Salindri Dg. Malira yang telah mengantongi Surat 
Keterangan atas tanah tambak yang dikelolanya bahwa Surat 
Keterangan hak tersebut Ia anggap sebagai surat yang sudah lumrah 
di kalangan masyarakat desa apabila mereka ingin membuka tambak. 
Dianggap sebagai penanda bahwa tanah tambak tersebut adalah 
miliknya untuk dipergunakan.45 
Kemudian, penuturan dari empat orang sampel lain yaitu Pak 
Talla, Ellis Soppo, Ali Hannas, dan Jupri yang juga sampai saat ini 
hanya memiliki Surat Keterangan hak dalam pengelolaannya atas 
tanah tambak yang berasal dari tanah negara ini mengatakan hal yang 
serupa dengan apa yang dituturkan oleh Salindri Dg. Malira. 
                                                             
45 Salindri Dg.Malira. Wawancara via telepon. Masyarakat petambak. 10 November 2014. 
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Sementara lima orang masyarakat Desa Diolo yaitu Masnun, 
Yusuf, Nurhanuddin, H.Hasseng, dan Jafar yang juga menjadi sampel 
dalam penelitian ini dimana status tanah hak garapnya telah 
ditingkatkan dengan mengantongi sertipikat hak milik mengatakan 
bahwa Surat Keterangan hak atas tanah tambak yang dikelolanya 
tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang di bank untuk 
permodalan. Dengan ditingkatkannya menjadi hak milik, maka 
sertipikat tersebut dapat mereka ajukan sebagai jaminan saat mereka 
membutuhkan pinjaman46. 
 
D. Kekuatan Hukum Surat Keterangan dan Peningkatan Status 
Tanah Hak Garap menjadi Hak Milik 
1. Kekuatan Hukum Surat Keterangan 
Penguasaan tanah tambak dengan berdasarkan Surat 
Keterangan hak oleh kepala desa sangat popular di kalangan 
masyarakat petambak di Desa Diolo. Bukan saja beberapa namun 
masyarakat merasa harus mempunyai Surat Keterangan hak tersebut 
jika mereka ingin menggarap tanah tambak dan diakui 
penguasaannya. Lambat laun keinginan mengolah dan 
memanfaatkan tanah berubah menjadi keinginan untuk memiliki tanah 
dengan dasar Surat Keterangan hak yang telah mereka miliki dan 
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 Masnun, Yusuf, Nurhanuddin. Wawancara via telepon. Masyarakat petambak. 11 November 
2014. 
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penguasaan dan pemanfaatan tanah yang telah mereka lakukan 
bertahun-tahun.  
Dalam peraturan bidang pertanahan, istilah “Surat Keterangan” 
yang diterbitkan oleh Kepala Desa sebagai izin penguasaan atas 
tanah negara tidak disebutkan atau dijelaskan secara khusus. Namun 
istilah “Surat Keterangan” yang diterbitkan oleh Kepala Desa sebagai 
keterangan yang menyatakan bahwa seseorang menguasai bidang 
tanah dikenal dalam proses pendaftaran tanah, khususnya untuk 
bidang tanah yang belum terdaftar.  
Dalam proses pendaftaran tanah, maka untuk membuktikan 
hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya, maka 
diperlukan alat bukti dasar yang mempunyai kekuatan hukum yang 
sah yang disebut alas hak. Alas hak harus mampu menjabarkan 
secara lugas, jelas, dan tegas tentang bagaimana seseorang dapat 
menguasai suatu tanah sehingga jelas riwayat kepemilikannya 
terhadap tanah tersebut.  
Aspek hubungan hukum dari sebuah perbuatan hukum antara 
subyek hak dengan objek tidak boleh terputus dan harus terus saling 
bertalian riwayat kepemilikannya antara pemilik awal dengan pemilik 
selanjutnya.47 
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 Rahmat Ramadhani. Memahami Arti Penting Riwayat Kepemilikan Tanah Dalam 
Sebuah Alas Hak. http://kab-mukomuko.bpn.go.id/Propinsi/Bengkulu/Kabupaten-
Muko-Muko.html. (diakses pada tanggal, 7 July 2014, 9:47 a.m) 
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Dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasional Pelayanan 
Pertanahan) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau yang sekarang 
lebih akrab dikenal dengan SOP menyebutkan bahwa sebuah                
alas hak sekurang-kurangnya terdiri atas Surat Pernyataan 
Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani di atas materai 
secukupnya oleh subyek hak yang memuat berbagai keterangan 
mengenai tanahnya meliputi data diri pemilik, letak, batas                       
dan luasnya, jenis tanah yang dikuasai (Pertanian/non Pertanian), 
Rencana Penggunaan Tanah, dan Status Tanahnya (Tanah Hak atau 
Tanah Negara), dan item yang paling penting adalah keterangan 
mengenai riwayat kepemilikan dan dasar perolehan tanah                     
yang dimaksud secara beruntun kemudian ditandatangani 2 orang 
saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana obyek                   
tanah tersebut berada. 
Untuk keperluan mendapatkan sertipikat hak atas                         
tanah, diperlukan bukti kepemilikan dimana pada pasal 24 ayat (1) 
peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa                 
bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas 
nama pemegang hak pada waktu berlaku UUPA dan apabila                   
hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-                   
turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu nanti dilakukan 
pembukuan hak.48 
                                                             
48 Elza Syarief. op. cit hlm. 47 
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Didalam penjelasan dari Pasal 24 Ayat (1) Peraturan      
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
bahwa alat-alat bukti untuk keperluan pendaftaran hak,                             
hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama,                      
dapat berupa: 
a. grosse akta hak eigendom 
b. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan 
Peraturan Swapraja yang bersangkutan; 
c. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Menteri Negeri Agraria Nomor 9 tahun 1959; 
d. Surat Keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang 
berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlaku UUPA; 
e. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang 
dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan 
yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah dengan disertai alas hak yang 
dialihkan; 
f. Akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT; 
g. Akta ikrar wakaf; 
h. Risalah lelah yang diambil pemerintah; 
i. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai alas hak              
yang dialihkan; 
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j. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun 
juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII 
Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. 
Apabila bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, 
pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi 
atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya 
kebenarannya menurut Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah 
secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran 
tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang 
yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan 
tersebut.49 
Apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti 
kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) di atas, 
baik yang berupa tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya 
maka Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
memberikan ketentuan yang memberikan jalan keluar.                       
Dalam penjelasan pasal 24 ayat (2), pembukuan hak dapat            
dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi 
berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh 
pemohon dan pendahulunya. Syarat yang harus dipenuhi adalah 
sebagai berikut: 
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1. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikat            
baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara            
berturut-turut; 
2. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan                   
tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena 
itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum 
adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 
3. Bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-
orang yang dapat dipercaya; 
4. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana 
dimaksud Pasal 26; 
5. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran 
hal-hal yang disebutkan di atas; 
6. Bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah                  
dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan            
berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah 
secara sporadik. 
. 
Jelas dikatakan dalam pasal di atas bahwa untuk tanah                  
yang belum terdaftar dan tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat 
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pembuktian, maka diperlukan surat keterangan atas penguasaan             
fisik bidang tanah yang bersangkutan. Namun, surat Pernyataan 
Penguasaan Fisik bidang tanah sebagaimana yang diatur dalam     
Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, berbeda dengan               
Surat Keterangan hak yang dimaksud dalam penelitian penulis. 
Surat Keterangan hak tidak memenuhi syarat-syarat untuk           
dianggap sebagai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, 
apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang 
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dan digunakan 
sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak 
dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi 
hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya atau 
telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak 
lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan 
pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun 
atau lebih; 
2. Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad 
baik; 
 Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa; 
 Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat, dan 
karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh hukum 
adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan; 
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 Bahwa apabila penandatangan memalsukan isi surat 
pernyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, bersedia 
dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata 
karena memberikan keterangan palsu; 
 Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat 
dipercaya.50 
Pembuktian dengan saksi dalam hukum pertanahan digunakan 
sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah berupa bukti tertulis di atas 
tidak lengkap atau tidak ada. Pembuktian hak dapat dilakukan dengan 
pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya dari 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat 
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang 
bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan ke atas 
maupun ke samping.51 
Selain itu, pihak BPN Kabupaten Konawe dalam praktiknya 
mengakui Surat Keterangan hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa 
hanya digolongkan sebagai surat-surat tambahan dalam bukti 
penguasaan tanah yang disertakan oleh pemohon dalam berkas 
permohonan pendaftaran tanah.52 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 tentang pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah. 
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Adrian Sutedi. 2010. Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 178. 
52 Hasil wawancara. Rajamuddin, S.Sos. kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe. 20 Juni 2014.  
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Ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan hak yang diterbitkan 
oleh Kepala Desa bukan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah 
maupun alat-alat bukti hak atas tanah yang diperlukan dalam 
pendaftaran tanah dan juga bukan surat yang diperlukan bila tidak 
atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian. 
 
2.  Peningkatan Status Tanah Hak Garap menjadi Hak Milik 
Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non-
departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan dari 
waktu ke waktu berbenah diri untuk menyesuaikan perkembangan 
dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. 
Standarisasi pelayanan dan pengaturan pertanahan merupakan suatu 
upaya peningkatan pelayanan publik yang bertujuan untuk 
mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas 
pelayanan publik. 
Standarisasi pelayanan dan pengaturan pertanahan ditetapkan 
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan yang telah berlaku efektif sejak tanggal 
ditetapkan yaitu 25 Januari 2010. Penerapan Peraturan tersebut 
penerapannya telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Kantor 
Pertanahan Kabupaten Konawe, kabupaten tempat penelitian penulis.  
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Peningkatan status tanah hak garap yang hanya didasarkan atas 
Surat Keterangan Kepala Desa masuk dalam kelompok pelayanan 
Pendaftaran Tanah pertama kali dengan jenis pelayanan pemberian 
hak milik perorangan.  
 Peningkatan status tanah hak garap yang hanya didasarkan 
atas Surat Keterangan hak Kepala Desa dapat ditingkatkan menjadi 
hak Milik, sepanjang Surat Keterangan hak Kepala Desa tersebut 
memenuhi syarat-syarat yuridis sesuai penjelasan Pasal 24 ayat (2) 
PP Tahun 1997 di atas, sehingga tahapan yang perlu dilakukan oleh 
Kepala Desa/Lurah dalam menerbitkan Surat Keterangan hak adalah 
sebagai berikut :  
1. Kepala Desa wajib melakukan penelitian dan penyelidikan awal 
tentang riwayat tanah, batas-batasnya, panjang dan lebar 
tanahnya.  
2. Dalam membuat Surat Keterangan tanah hak garap, apabila akan 
ditingkatkan menjadi Hak Milik, maka dalam surat keterangan 
tersebut, berdasarkan fakta yang ada, wajib dicantumkan : 
 Pemanfaat tanah hak garap telah menguasai secara nyata 
tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dan 
digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata 
tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau 
bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya atau 
telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak 
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lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan 
tanah hak garap (pemohon dan pendahulunya) tersebut 
berjumlah 20 tahun atau lebih; 
 Pemanfaat tanah hak garap menguasai tanah dengan itikad 
baik. 
 Tanah hak garap tersebut tidak dalam sengketa. 
 Penguasaan tanah hak garap tidak pernah diklaim/digugat oleh 
pihak lain. 
 Adanya pernyataan dari pemanfaat tanah hak garap yaitu 
bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata, 
apabila memberikan keterangan palsu. 
 Adanya saksi yang dapat dipercaya sekurang-kurangnya 2 
(dua).  
Dengan demikian jika seluruh syarat tersebut telah dipenuhi, 
maka Surat Keterangan hak yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah 
dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki 
kekuatan pembuktian53. 
Adapun proses peningkatan tanah hak garap menjadi hak milik 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, 
dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut: 
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 Biaya: Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif 
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 
 Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan: 
 Kantor Pertanahan (Kabupaten/Kota) 
38 (tiga puluh delapan) hari untuk: 
 Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 
 Tanah non-pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m². 
 Kantor Wilayah (Provinsi) 
57 (lima puluh tujuh) hari untuk: 
 Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha. 
 Tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² - 5.000 
m². 
 Badan Pertanahan Republik Indonesia 
97 (Sembilan puluh tujuh) hari untuk: 
 Tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m². 
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 Persyaratan yang harus dipenuhi agar dokumen permohonan dalam 
point 1 diterima: 
 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kausanya diatas materai cukup. Formulir 
permohonan memuat : 
 Identitas diri 
 Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. 
 Pernyataan tanah tidak bersengketa. 
 Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. 
 Surat Kuasa apabila dikuasakan. 
 Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 
loket. 
 Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat. 
 Foto copy SPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB 
(BPHTB) 
 Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan. 
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Dokumen Permohonan yang disertakan oleh para pemohon 
dalam hal penelitian ini para petambak, yaitu: 
 Surat Keterangan hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa. 
 Keterangan wakaf apabila tanah tersebut adalah tanah wakaf. 
 Keterangan ganti rugi 
 Keterangan pengalihan jika sudah pernah dialihkan bersama 
dengan kuitansi. 
 Kartu Keluarga. 
 
Dokumen Surat Keterangan hak dalam penelitian penulis, yaitu 
Surat Keterangan No.300/034/61/III/2004 tanggal 9 Maret 2004, yang 
diterbitkan oleh Kepala Desa Diolo kepada Salindri Dg Malira apabila 
saat ini akan ditingkatkan menjadi Hak Milik, berdasarkan ketentuan 
sebagaimana penulis paparkan di atas,  maka secara formil belum 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Penguasaan tanah hak garap secara nyata baru berlangsung 
selama 14 tahun atau belum dikuasai secara nyata, tanah yang 
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun  
b. Surat Keterangan hak tersebut belum mencantumkan kondisi atau 
keadaan : 
 Dikuasai dengan itikad baik 
 Tanah hak garap yang tidak dalam sengketa. 
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 Penguasaan tanah hak garap tidak pernah diklaim/digugat oleh 
pihak lain. 
c. Tidak adanya pernyataan dari pemanfaat tanah hak garap yaitu 
bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata, 
apabila memberikan keterangan palsu. 
d. Tidak adanya saksi dalam surat keterangan atau surat keterangan 
tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Desa. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut penulis, 
Surat Keterangan hak No.300/034/61/III/2004 tanggal 9 Maret 2004, 
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Diolo kepada Salindri Dg Malira 
dalam penelitian ini hanya dapat digunakan sebagai salah satu bukti 
keterangan tambahan tanah pada saat pendaftaran tanah tapi tidak 
dapat atau saat ini belum dapat menjadi dasar untuk melakukan 
peningkatan status tanah hak garap menjadi Hak Milik atau dengan 
kata lain Surat Keterangan hak tersebut tidak dapat menjadi dasar 
penerbitan sertifikat hak milik. 
Dalam praktek pelaksanaannya, Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Konawe, Rajamuddin, menyatakan bahwa peningkatan 
status tanah hak garap di Desa Diolo, dapat dilaksanakan sepanjang 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
pertanahan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan 
82 
Pertanahan No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan 
Pengaturan Pertanahan.  
Menurut pengakuan Rajamuddin, peningkatan status tanah hak 
garap di Desa Diolo menjadi tanah hak milik telah dilaksanakan sesuai 
prosedur yang berlaku.54 Dari 60 bidang tanah tambak yang ada di 
Desa Diolo, tanah hak garap yang telah ditingkatkan menjadi sertipikat 
Hak Milik berjumlah 25 bidang tanah. 
Pernyataaan tersebut sejalan dengan data inventarisasi tanah 
tambak di Desa Diolo yaitu dari 60 bidang jumlah keseluruhan tambak 
di Desa Diolo, tercatat tanah tambak yang telah ditingkatkan statusnya 
dari tanah hak garap menjadi hak milik berjumlah 25 bidang tanah, 
sedangkan tanah tambak yang belum ditingkatkan statusnya atau 
hanya mengantongi Surat Keterangan hak dari Kepala Desa 
berjumlah 35 bidang tanah. 
Jelas belum dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan atas 
data yang ada, dikarenakan masih lebih banyak tanah tambak yang 
belum meningkatkan status tanah haknya menjadi hak milik. Menurut 
penuturan Kepala Desa Diolo, 25 bidang tanah tambak tersebut 
ditingkatkan status tanahnya saat program PRONA masuk di desa. 
Sejak redistribusi tahun 2011 hingga sekarang, tercatat dalam data 
                                                             
54 Rajamuddin, S.sos. Wawancara. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe. 20 Juni 2014 
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Desa hanya 25 bidang tanah tambak Desa Diolo tersebut yang telah 
ditingkatkan status haknya. 
Proses pendaftaran dilakukan secara kolektif. Masyarakat desa 
yang ingin meningkatkan status hak tanah tambaknya mengumpulkan 
surat-surat yang terdiri dari Surat Keterangan hak yang diterbitkan 
oleh Kepala Desa, keterangan wakaf apabila tanah tersebut adalah 
tanah wakaf, keterangan ganti rugi, keterangan pengalihan jika sudah 
pernah dialihkan bersama dengan kuitansi, dan termasuk Kartu 
Keluarga. 
Selanjutnya semua kelengkapan dibawa oleh Kepala Desa untuk 
kemudian diproses permohonannya oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Konawe sesuai dengan kewenangannya untuk 
menerbitkan sertifikat hak atas tanah pertanian yang tidak lebih dari 2 
Ha. 
Surat Keterangan dalam penelitian ini bila dimasukkan dalam 
pengurusan sertipikat melalui program PRONA pun tidak atau belum 
bisa dikatakan memenuhi syarat. Dalam salah satu kewajiban objek 
tanah dalam program PRONA, tanah tersebut harus mempunyai alas 
hak/bukti tanah, dikuasai secara fisik, dan tidak dalam keadaan 
sengketa. Sementara Surat Keterangan dapat disimpulkan tidak dapat 
dikategorikan sebagai alas hak yang sah seperti yang terdapat dalam 
SPOPP, kemudian dalam Surat Keterangan hak itu sendiri tidak 
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memuat keterangan tidak dalam keadaan sengketa seperti yang dapat 
dicirikan sebagai alas hak dan juga merupakan syarat objek tanah 
dalam program PRONA. Selain itu, dalam Surat keterangan yang 
didapatkan dari penelitian ini menyebutkan bahwa tanah telah dibuka 
dan diolah sejak tahun 2001 yang berarti hanya dikuasai secara fisik 
selama 14 tahun dimana hal ini tidak memnuhi syarat sebagai bukti 















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP Nomor 24 
Tahun 1997 menunjukkan bahwa Kepala Desa mempunyai peran 
dalam menguatkan penguasaan tanah masyarakat walaupun 
beberapa peraturan mengenai kewenangan langsung mengenai hal 
tersebut telah dicabut. dimana disebutkan bahwa Pejabat Pembuat 
Akta Tanah menolak membuat akta, jika mengenai tanah yang 
belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan surat bukti 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat 
keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut. Sebagai dasar 
atas tindakan Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Keterangan 
hak atas tanah negara yang digarap masyarakat menjadi tanah 
tambak. Jadi, tidak tepat menggunakan wewenang yang 
diserahkan kepadanya sebagai Kepala Desa dengan hanya 
menerbitkan Surat Keterangan hak bagi masyarakat Desa Diolo 
yang membuka dan mengolah tanah Negara menjadi tanah tambak 
dimana Surat Keterangan hak tersebut malah dianggap masyarakat 
sebagai dasar kepemilikan tanah tambak mereka. 
2. Surat Keterangan hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah 
bukanlah alas hak kepemilikan atas tanah tambak yang 
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bersangkutan dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar 
dalam penerbitan sertiifikat hak milik atas tanah, namun Surat 
Keterangan hak tersebut dapat menjadi surat-surat tambahan yang 
dilampirkan dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah untuk 
mendapatkan Sertipikat Hak atas tanah. 
B. Saran 
1. Sebaiknya Kepala Desa lebih berhati-hati dan teliti dalam 
menggunakan wewenangnya khususnya dalam hal ini masalah 
penerbitan Surat Keterangan hak, agar tidak terjadi masalah 
pertanahan yang baru dan tidak menghilangkan riwayat tanah yang 
sebenarnya. 
2. Akan lebih efektif jika Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
bekerjasama dengan pihak pemerintahan desa dalam penyuluhan 
hukum mengenai masalah kepemilikan tanah agar masyarakat 
desa paling tidak dapat mengetahui bagaimana jalur hukum yang 
benar yang dapat mereka tempuh untuk mendapatkan hak milik 
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